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ABSTRAK   :  Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah 
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2022. 

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang 
Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001; 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; 
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 109 
Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012; Peraturan 
Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010; 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 5 
Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; 
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 
Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 1 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan 
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 108 
Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 16 
Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 206/PMK.07/2020; Peraturan Daerah Kota 
Madiun Nomor 05 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 
2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah 
Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 
Tahun 2017; Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 19 Tahun 2017; Peraturan 
Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kota Madiun 
Nomor 03 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 2 Tahun 2023. 



- Dalam Peraturan Daerah inimengatur mengenai Laporan realisasi anggaran, 
Ringkasan laporan realisasi anggaran, Ringkasan laporan realisasi anggaran, 
Ringkasan laporan realisasi anggaran belanja daerah, Rekapitulasi belanja, 
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan 
Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan, 
Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah, Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang, Daftar 
Rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir, Daftar Penyertaan 
Modal, Daftar Rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap 
daerah, Daftar Rekapitulasi Aset tetap, Daftar rekapitulasi Konstruksi dalam 
pekerjaan, Daftar rekapitulasi aset lainnya, Daftar Dana Cadangan Daerah, Daftar 
Kewajiban Jangka Pendek, Daftar Kewajiban Jangka Panjang, Daftar kegiatan-
kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali 
dalam tahun anggaran berikutnya, Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD/ Perusahaan 
Daerah, Ikhtisar laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik 
Daerah/Perusahaan Daerah, Ikhtisar laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) 
Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah. 

CATATAN   : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 10 Juli 2023 

 


